
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN 
KEHUMASAN (RENDUK INFOKOMHUM) 

PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2005 - 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menentukan arah kebijakan 
pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan 
di Propinsi Jawa Tengah, diperlukan Rencana Induk, 
berupa gambaran tentang kondisi dan permasalahan; 
perumusan landasan dan strategi pengembangan 
sebagai pedoman dalam penyusunan program di 
bidang informasi, komunikasi dan kehumasan ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar 
pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Induk 
Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan 
(RENDUK INFOKOMHUM) Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005 - 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886);
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4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, 
Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan 
Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan 
Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota 
Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan 
Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan 
Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan 
Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan 
Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan
Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan
Bimbingan Massal Dan Ketahanan Pangan, Badan 
Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan 
Dan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2001 Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Lembaran 
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 
109);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 
2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi Dan 
Kehumasan Propinsi Jawa Tengah ;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG 
RENCANA INDUK PENGELOLAAN INFORMASI, 
KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN (RENDUK 
INFOKOMHUM) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 
2005 - 2024.

Pasal 1

Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan 
Propinsi Jawa Tengah merupakan dokumen strategi kebijakan makro 
filosofis bagi Badan, Dinas, Biro, Kantor dan Satuan Kerja di Lingkungan 
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah serta Lembaga Informasi, Komunikasi 
Dan Kehumasan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dalam merencanakan 
dan melaksanakan Pembangunan bidang Informasi, Komunikasi Dan 
Kehumasan Tahun 2005 - 2024.

Pasal 2

Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan 
(RENDUK INFOKOMHUM) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2024, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan 
Kehumasan (RENDUK INFOKOMHUM) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, terdiri dari:

a. BAB I : Pendahuluan ;

b. BAB II : Kondisi Dan Permasalahan ;

c. BAB III : Landasan Dan Arah Pengembangan ;

d. BAB IV : Kebijakan Dan Program ;

e. BAB V : Pemantauan Dan Evaluasi;

f. BAB VI : Penutup.

Pasal 4

Rencana Induk Pengelolaan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2024 merupakan arah, pedoman dan 
acuan bagi lembaga Informasi, Komunikasi dan Kehumasan Propinsi 
maupun Kabupaten / Kota dan Badan, Dinas, Biro, Kantor dan Satuan 
Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun 
Rencana Strategis (RENSTRA) Unit Kerjanya masing-masing.
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Pasal 5

Rencana Induk Pengelolaan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan se 
Jawa Tengah merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dan 
Kabupaten / Kota se Jawa Tengah selama Tahun 2005 - 2024 dalam 
bidang Informasi, Komunikasi dan Kehumasan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah propinsi 
Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal   

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal   

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR

JDIH3
Typewritten text
2

JDIH3
Typewritten text
25 Januari 2005

JDIH3
Typewritten text
3 Pebruari 2005


